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Penelitian ini dilatar belakangi dengan penegakan hukum terhadap
pedagang kaki lima liar di Alon-alon Kanigoro yang belum terlaksana dengan baik
sehingga masih banyak pedagang kaki lima liar yang berjualan di sekitar alon alon
kanigoro hingga saat ini.

Rumusan masalah yang diangkat adalah : 1). Bagaimanakah Upaya
Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Hukum
Terhadap Pedagang Kaki Lima Liar yang Melanggar Aturan di Alon-Alon Kanigoro
Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima? 2). Faktor apa
saja yang bisa menghambat Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Liar
dan bagaimana solusi Pemerintah Daerah yang dapat di ambil untuk menertibkan
pedagang kaki lima yang berjualan secara liar?.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum empiris. Analisis bahan hukum menggunakan analisis secara
kualitatif.

Hasil penelitian yang di peroleh yaitu: dapat disimpulkan bahwa 1) penataan
dan pemberdayaan pedagang kaki lima masih belum optimal. Meskipun telah
dikeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 mengenai hal
ini, namun implementasinya belum efektif sehingga masih banyak pedagang kaki
lima yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. S2)
Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dalam memperdayakan pedagang kaki
lima, terutama dalam menangani pedagang yang menggunakan bahu jalan alon-
alon untuk berjualan tanpa izin. Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya
budaya hukum di masyarakat, kurangnya pengetahuan pedagang kaki lima tentang
peraturan yang ada, serta belum tersedianya tempat berjualan yang teratur dan
relokasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
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ABSTRACT

Novellia Dian Asmara. Student ID 126103201001, The Role of Local Government
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Regulation Number 6 of 2021 Regarding the Arrangement and
Empowerment of Street Vendors (Case Study of Alon-Alon Kanigoro, Blitar
Regency), Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law,
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulunganggung, 2024, Supervisor: Dr. HM
Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum
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This research is motivated by the law enforcement against unauthorized
street vendors in Alon-alon Kanigoro which has not been implemented properly,
resulting in many unauthorized street vendors still selling around Alon-alon
Kanigoro until now.

The research problems raised are: 1) What are the Efforts of the Local
Government in Law Enforcement and Application of Legal Sanctions Against
Unauthorized Street Vendors in Alon-Alon Kanigoro, Blitar Regency based on
Regent Regulation Number 6 of 2021 Regarding the Arrangement and
Empowerment of Street Vendors? 2) What are the factors that can hinder Law
Enforcement against Unauthorized Street Vendors and what solutions can be taken
by the Local Government to regulate unauthorized street vendors?

The research method used in this study is empirical legal research method.
Legal material analysis uses qualitative analysis.

The results of the research obtained are: it can be concluded that the
arrangement and empowerment of street vendors are still not optimal. Although
Regent Regulation Number 6 of 2021 has been issued regarding this matter, its
implementation has not been effective yet, so there are still many street vendors
who have not received special attention from the local government. The local
government needs to continue innovating in empowering street vendors, especially
in dealing with vendors who use the Alon-alon roadside to sell without permission.
Other inhibiting factors are the low legal culture in society, the lack of knowledge
of street vendors about existing regulations, and the lack of orderly trading places
and relocations prepared by the local government.
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